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ABSTRAK 
Persoalan poligami memang selalu menarik untuk diperbincangkan, karena masalah 
poligami ini cukup kontroversial dan sangat dilematis, di satu sisi poligami dianggap 
sebagai solusi, sedangkan di sisi lain poligami justru bukan bagian dari solusi dalam 
tujuan perkawinan, karena selama ini banyak orang beranggapan bahwa poligami 
merupakan bentuk ambisi lelaki/suami yang ingin memuaskan nafsu birahinya. Dalam 
Islam poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, begitu juga dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, syarat yang ditentukan tidak mudah.  
Oleh karena itu, perkara poligami merupakan tugas berat bagi para Hakim di 
Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan 
perkara tersebut. dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian 
terpenting dan putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan 
pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta 
pertanggungjawaban kepada Allah. Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni dimaksudkan 
untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.  
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim 
ABSTRACT 
 
The question of polygamy is always interesting to talk about, because the question of 
polygamy is very controversial and a real dilemma on which one side of polygamy is 
considered a solution, while on the other side polygamy is not exactly part of the 
solution in the purpose of marriage, because so many people assume that polygamy is 
a form ambition of a husband / husband who wants to satisfy his lust. In Islam, 
polygamy is allowed under certain conditions, as well as in Indonesian legislation, the 
prescribed conditions are not easy. Therefore, the case of polygamy is a daunting task 
for judges in the religious courts as the authorities to preserve and resolve the case. In 
a decision, the judges are the most important consideration and the decision handed 
down reflects the integrity dimension of accountability to the law, truth and justice and 
accountability to God. This study is prescriptive and serves to carefully measure certain 
social phenomena. In this case, the judge refers to the consideration in the permission 
for polygamy granting and the reason is to build in accordance with the norms and 
needs of society based on Islamic law and legislation in Indonesia and normative legal 
approach invention legal theory.  
Keywords: judge's consideration 
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PENDAHULUAN 
Hukum asal dari perkawinan 
menurut agama Islam adalah monogami, 
sebab dengan monogami akan mudah 
menetralisasikan sifat atau watak 
cemburu, iri hati, dengki dan suka 
mengeluh yang bisa  mengganggu 
ketenangan dan membahayakan 
keutuhan rumah tangga, karena itu 
poligami hanya diperbolehkan bila dalam 
keadaan darurat. Allah SWT berfirman 
dalam surat an-Nisa’ (4): 129 : ayat ini 
menegaskan bahwa asas perkawinan 
dalam Islam pada dasarnya monogami. 
Meskipun demikian, hukum Islam tidak 
menutup rapat-rapat pintu kemungkinan 
berpoligami atau beristrikan lebih dari 
seorang perempuan, sepanjang 
memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
Di Indonesia untuk dapat 
melakukan poligami seorang suami harus 
mengajukan permohonan izin kepada  
pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 
(1)1.dan kompilasi hukum Islam Pasal 56 
ayat (1) dan (2).2 
Bila suami akan mengajukan 
permohonan izin poligami ke pengadilan, 
maka suami harus memenuhi syarat-
syarat sebagaimana yang telah 
ditetapkan pada pasal 5 ayat (1), yaitu: 
(1). adanya persetujuan dari istri/istri-
istri. (2). Adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan-keperluan 
istri-istri dan anak-anak mereka. (3). 
danya jaminan bahwa suami akan 
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka3. 
Undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan menyebutkan 
tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai 
alasan untuk berpoligami. Pengadilan 
hanya memberikan izin kepada seorang 
suami yang akan beristri lebih dari satu, 
apabila (1) istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai seorang istri, (2) 
1  Bunyi pasal tersebut adalah “dalam hal 
seorang suami akan beristri lebih dari seorang 
sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) Undang-
undang ini, maka ia wajib mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya.  
2  Bunyi pasal tersebut adalah “suami yang 
hendak beristri lebih dari satu orang harus 
mendapat izin dari Pengadilan Agama” dan 
“Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana 
diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975.”. 
3  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
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istri mendapat cacat badan/penyakit 
yang tidak dapat disembuhkan, (2) Istri 
tidak dapat melahirkan keturunan.4. 
Oleh karena itu, poligami 
diperbolehkan tetapi mempunyai syarat-
syarat yang rumit untuk dilakukan, 
sebagai contoh beban batin bagi 
perempuan yang dimadu.Beban tersebut 
dikarenakan jarang sekali ada seorang 
suami yang bisa memenuhi syarat-syarat 
untuk melakukan poligami tersebut dan 
mampu memimpin dan mengatur rumah 
tangganya secara teratur, sehingga 
terwujud rumah tangga yang rukun dan 
sejahtera sebagaimana tujuan 
perkawinan yang dikehendaki oleh Allah 
SWT, menjadi sulit direalisasikan. 
Ada banyak hal yang 
menyebabkan terjadinya kasus poligami, 
baik yang dilakukan pihak istri maupun 
suami, seperti: kemandulan yang dialami 
oleh istri dan telah terbukti secara medis, 
sakit kronis atau cacat badan yang 
dialami istri dan sikap pembangkangan 
istri terhadap suami yang menyebabkan 
seorang istri tidak dapat melakukan 
kewajibannya sebagai istri.Sebab-sebab 
tersebut apabila dihubungkan dengan 
ketentuan hukum yang berlaku di 
Indonesia, maka telah sesuai/memenuhi 
4 Pasal 4 ayat (2). 
ketentuan yang diatur dalam perundang-
undangan. 
Oleh karena ketatnya syarat-
syarat poligami, maka seorang suami 
yang akan berpoligami harus 
mengajukan permohonan izin poligami 
kepada pengadilan agama. Dengan 
demikian, tidak semua suami mampu 
melakukan poligami.  
 Pengadilan Agama Indramayu 
adalah pengadilan Agama kelas 1A yang 
telah menerima, memeriksa, menyelidiki 
dan menyelesaikan berbagai masalah 
perdata bagi mereka yang beragama 
Islam, termasuk perkara poligami. Dalam 
perkara poligami, menteri Agama RI 
telah mengeluarkan ketentuan 
pelaksanaan yang dinyatakan dalam 
peraturan Menteri Agama (Permeneg) 
No. 3 Tahun 1975. Ketentuan ini 
berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan 
teknis yang harus dipatuhi Pengadilan 
Agama dalam memberikan izin poligami. 
Pasal 1 ayat (2) menyebutkan izin istri 
lebih dari seorang dari Pengadilan 
Agama ialah penetapan yang berupa izin 
beristri lebih dari seorang.5 
Hakim sebagai organ pengadilan 
dianggap mengetahui hukum. Pencari 
5  Anwar sitompul, Kewenangan dan Tata 
Cara Berperkara di Pengadilan Agama, (Bandung: 
ARMICO, 1984), hlm. 67-68. 
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keadilan datang padanya untuk 
memohon keadilan. Jika para hakim 
tidak menemukan hukum tertulis, 
mereka wajib menggali hukum tidak 
tertulis untuk memutus perkara 
berdasarkan hukum sebagai orang yang 
bijaksana dan bertanggung jawab penuh 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri 
sendiri, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 6  Seandainya peraturan 
hukumnya tidak atau kurang jelas 
sebagai penegak hukum dan keadilan, ia 
wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat.7 
Pengadilan Agama Indramayu 
tahun 2011 sampai bulan agustus tahun 
initelah memutus 3 perkara permohonan 
izin poligami yang diajukan oleh 
pemohonyaitu: pertama,perkara 
Nomor:1528/Pdt.G/2011/PA.IM dalam 
perkara ini, pemohon bermaksud 
menikah lagi (poligami) dengan alasan 
istri tidak dapat  menjalankan 
kewajibannya sebagai seorang istri. Pada 
perkara ini pemohon merasa akan 
mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-
istrinya dengan penghasilan sekitar 
6 Pasal 14 dan penjelasannyaUndang-
undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman. 
 
7Ibid, Pasal 27 ayat (1). 
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 
setiap harinya. 
Kedua, Perkara 
Nomor:1729/Pdt.G/2011/PA.IM dengan 
alasan istri sering sakit-sakitan sehingga 
tidak dapat melaksanakan kewajibannya 
sebagai seorang istri. Dalam perkara ini 
pemohon merasa sanggup untuk 
memenuhi kebutuhan istri-istri dan dua 
orang anaknya dengan penghasilan 
setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- 
(tiga juta rupiah). Saat berlangsungnya 
sidang, termohon yang sudah dipanggil 
secara sah untuk menghadap sidang 
tidak hadir sehingga permohonan 
pemohon dikabulkan dengan putusan 
verstek. 
Ketiga, perkara 
Nomor:0116/Pdt.G/2011/PA.IM pemohon 
mengajukan permohonan izin poligami 
dengan alasan istri tidak mampu 
memberikan keturunan dari hasil 
pernikahan mereka. Pemohon merasa 
sanggup untuk menafkahi kedua istrinya 
kelak, dengan penghasilan sekitar 
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 
bulannya. 
Mengabulkan ataupun menolak 
permohonan izin poligami merupakan 
tugas berat hakim di Pengadilan Agama 
sebagai pihak yang berwenang 
menerima dan menyelesaikan perkara 
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tersebut. Dalam mengambil keputusan, 
pertimbangan hakim merupakan bagian 
terpenting, sehingga putusan yang 
dijatuhkan merefleksikan dimensi 
keutuhan pertanggungjawaban kepada 
hukum, kebenaran dan keadilan, serta 
pertanggungjawaban kepada Allah SWT. 
Dari uraian latar belakang masalah di 
atas maka pokok masalah yang akan 
penyusun angkat adalah (1). bagaimana 
pertimbangan majelis hakim dalam 
menyelesaikan dan memutuskan perkara 
izin poligami Nomor 
1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor 
0116/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor 
1729/Pdt.G/2011/PA.IM. (2). bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap perkara 
izin poligami Nomor 
1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor 
0116/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor 
1729/Pdt.G/2011/PA.IM. 
 
KERANGKA TEORETIK 
Islam membolehkan poligami 
untuk tujuan kemaslahatan yang 
ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. 
Allah SWT paling mengetahui 
kemaslahatan hamba-Nya. Islam tidak 
menciptakan aturan poligami dan tidak 
mewajibkannya terhadap kaum muslim. 
Hukum dibolehkannya telah didahului 
oleh agama-agama samawi. Kedatangan 
Islam memberikan landasan dasar yang 
kuat untuk mengatur serta membatasi 
keburukan dan madharatnya yang 
terdapat dalam masyarakat yang 
melakukan poligami. Norma dalam 
berpoligami sungguh telah diatur dalam 
agama Islam. Dalam hal ini norma 
menuntut orang yang berpoligami harus 
menjaga moral, yaitu berupa moral 
dengan mengurangi hawa nafsunya.8 
Syari’at Islam yang dilandasi kedua 
sumbernya yaitu al-Qur’an dan as-
Sunnah bertujuan untuk membawa 
umatnya kepada kebaikan di dunia dan 
di akhirat. Didalamnya terdapat semua 
bentuk tata aturan kehidupan setiap 
manusia. Salah satunya adalah aturan 
yang berkaitan dengan hukum 
perkawinan, khususnya dalam hal 
perkawinan poligami. Walaupun terdapat 
kontroversi tentang poligami akan tetapi 
semua sepakat kebolehannyadan 
mendasarkan pada firman Allah SWT:   
 ﺎﻣ اﻮﺤﻜﻧﺎﻓ ﻰﻤﺘﯿﻟا ﻰﻓ اﻮﻄﺴﻘﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ ناو
 ﻊﺑرو ﺚﻠﺛو ﻰﻨﺜﻣ ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﻜﻟ بﺎط 
 ﺖﻜﻠﻣ ﺎﻣ وا ةﺪﺣاﻮﻓ اﻮﻟﺪﻌﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ نﺎﻓ
ﻌﺗ ﻻا ﻰﻧدا ﻚﻟذ ﻢﻜﻨﻤﻳاﻮاﻮﻟ9 
8Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam 
tentang Perkawinan, cet ke-3 (Jakarta: bulan 
bintang, 1993),  hlm. 8. 
 
9 An-Nisā’ (4):3. 
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Pendapat mayoritas ulama, selain 
menggunakan firman Allah yang 
menunjukkan batasan empat orang istri 
batasan poligami, juga menggunakan 
hadis nabi sebagai dalil tentang batasan 
jumlah istri. Dalam hadis disebutkan 
bahwa nabi telah menyuruh Ghāilan 
untuk mengambil empat orang istri dari 
sepuluh orang istrinya dan menceraikan 
yang lain saat ia masuk Islam. Seperti 
yang diriwayatkan oleh Imam Tarmiżī 
sebagai berikut: 
 ﺮﺸﻋ ﻪﻟو ﻢﻠﺳا ﻰﻔﻘﺜﻟا ﺔﻠﻤﻠﺳ ﻦﺑ نﻼﯿﻏ نا
 هﺮﻣﺄﻓ .ﻪﻌﻣ ﻦﻤﻠﺳﺄﻓ, ﺔﯿﻠھﺎﺠﻟا ﻰﻓ ةﻮﺴﻧ
ﷺ ﻰﺒﻨﻟاﻦﮭﻨﻣ ﺎﻌﺑرأ ﺮﯿﺨﺘﻳ نا 10  
Hal lain yang harus 
dipertimbangkan agar terciptanya 
kemaslahatan bersama terdapat dalam 
kaidah-kaidah fiqih:   
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ مﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ءرد. 
.لاﺰﻳ رﺮﻀﻟا 
ﻒﺧﻻارﺮﻀﻟﺎﺑ لاﺰﻳﺪﺷﻻا رﺮﻀﻟا. 
 اراﺮﺿ ﺎﻤﮭﻤﻈﻋأ ﻰﻋور نﺎﺗﺪﺴﻔﻣ ضرﺎﻌﺗ اذا
ﺎﻤﮭﻔﺧأ بﺎﻜﺗرﺎﺑ.11 
 
10Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah,  
al-Jami’ as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi 
(Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah al-
Tijariyyah, t.t.), III: 435, Hadis Nomor 1128, 
“kitab an-Nikah,’’ “Bab ma Ja’a fī ar-Rajul Yuslim 
fa ‘indahu ‘Asyr an-Niswah.”Hadis dari ibn Umar. 
 
11Asmuni A. Rahman Qa’idah-Qa’idah Fiqih 
(Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 
1976), cet ke-1.hlm. 76, 82, 85. 
Keberadaan poligami lebih 
sebagai jalan keluar daripada 
menciptakan masalah. Dalam hal ini 
bukan berarti mencoba menjawab 
pertanyaan antara monogami dan 
poligami, tetapi lebih merujuk pada 
kebutuhan kondisi yang ada.12 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan yang mengatur 
masalah poligami adalah Pasal 3,4 dan 5 
yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 3 
(1) Pada dasarnya dalam suatu 
perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri, seorang 
wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami. 
(2) Pengadilan dapat memberi izin 
kepada seorang suami untuk beristri 
lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
 
Pasal 4 
(1) Dalam hal suami akan beristri lebih 
dari seorang sebagaimana tersebut 
dalam pasal 3 ayat(2) Undang-
undang ini, maka ia wajib 
 
12 Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami, 
sebuah studi kritis atas pemikiran Muhammad 
Abduh, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1996),hlm 107-108. 
                                                                                        
                                                          
Surya Keadilan  53 
P-ISSN  : 2599-2252 
Volume : Vol. 1, No. 1, November 2017 
 
 
mengajukan permohonan kepada 
pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan 
beristri lebih dari seorang apabila; 
a. Istri tidak dapat manjalankan 
kewajibannya sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat 
badan/penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan 
keturunan. 
Pasal 5 
(1) Untuk dapat mengajukan 
permohonan ke pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 
4 ayat (1) undang-undang ini, harus 
dipenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut; 
a. Adanya persetujuan dari 
istri/istri-istri. 
b. Adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami 
akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf a Pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami 
apabila istri-istrinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak 
dapat menjadi pihak dalam 
pejanjian, atau apabila tidak ada 
kabar dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang 
perlu mendapat penilaian dari hakim 
pengadilan. 
Permasalahan poligami juga 
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
yaitu Pasal 55,56,57 dan 58. 
Pasal 55 
(1) Beristri lebih dari satu orang pada 
waktu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat orang istri. 
(2) Syarat utama beristri lebih dari satu, 
suami harus mampu berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 
(3) Apabila syarat utama yang disebut 
pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beistri lebih 
dari seorang. 
Pasal 56 
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari 
satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan agama. 
 
Sidiq Aulia  54 
Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Poligami 
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011 
 
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud 
pada ayat (10) dilakukan menurut 
tata cara sebagaimana diatur dalam 
Bab VII PP No. 9 Th. 1975. 
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan 
istri kedua, ketiga atau keempat 
tanpa izin dari Pengadilan Agama, 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Pasal 57 
Pengadilan Agama hanya 
memberikan izin kepada suami yang 
akan beristri lebih dari satu apabila; 
a. Istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai seorang istri. 
b. Istri mendapat cacat badan/penyakit 
yang tidak dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan 
keturunan. 
Pasal 58 
(1) Selain syarat utama yang disebut 
Pasal 55 ayat(2) maka untuk 
memperoleh izin Pengadilan Agama, 
harus pula dipenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan pada Pasal 5 
Undang-undang No. 1 Th. 1974 
Tentang Perkawinan. 
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan 
pasal 41 huruf b PP No. 9 Th. 1975, 
persetujuan istri dapat diberikan 
secara tertulis atau dengan lisan, 
tetapi sekalipun telah ada 
persetujuan tertulis, persetujuan ini 
dipertegas dengan persetujuan lisan 
istri pada sidang Pengadilan Agama. 
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) 
huruf a tidak diperlukan bagi seorang 
suami apabila istri atau istri-istrinya 
tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat 
menjadipihak dalam perjanjian atau 
apabila tidak ada kabar dari istri atau 
istri-istrinya sekurang-kurangnya dua 
tahun atau karena sebab lain yang 
perlu mendapat penilaian hakim. 
Pasal 59 
Dalam hal istri tidak mau 
memberikan persetujuan, dan 
permohonan izin untuk beristri lebih dari 
seorang berdasarkan atas salah satu 
alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 
(2) dan pasal 57. Pengadilan Agama 
dapat menetapkan tentang pemberian 
izin setelah memeriksa dan mendengar 
istri yang bersangkutan di persidangan 
Pengadilan agama dan terhadap 
penetapan ini istri atau suami dapat 
mengajukan banding atau kasasi. 
Kompilasi Hukum Islam 
sesungguhnya telah meletakkan tentang 
ketentuan-ketentuan berpoligami atau 
beristri lebih dari seorang, termasuk 
syarat-syarat yang harus dipenuhi 
sehingga keinginan suami berpoligami 
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dapat dikabulkan oleh Pengadilan 
Agama. 
Dalam prosedur permohonan izin 
poligami pada tahap pembuktian, 
Pengadilan Agama akan memeriksa 
mengenai: 
1. Ada atautidaknya alasan yang 
memungkinkan seorang suami kawin 
lagi, sebagaimana alasan alternative 
yang tercantum dalam pasal 4 
Undang-undang perkawinan. 
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami 
menjamin keperluan hidup istri-istri 
dan anak-anak yang memperlihatkan: 
a. Surat keterangan mengenai 
penghasilan suami yang ditanda 
tangani oleh bendahara 
tempatnya bekerja. 
b. Surat keterangan pajak. 
c. Surat keterangan lain yang dapat 
diterima oleh pengadilan. 
3. Ada atau tidaknya persetujuan istri 
baik secara lisan maupun tertulis 
yang harus dinyatakan dalam sidang. 
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa 
suami akan berlaku adil. 
Dalam pasal 62 UU No. 7Tahun 
1989, bahwa seorang hakim wajib 
mencantumkan dasar pertimbangan 
cukup dan matang dalam setiap 
keputusannya, termasuk ketika 
memberikan izin poligami bagi suami, 
setiap putusannya harus jelasdan cukup 
motivasi dalam pertimbangannya. Hal ini 
berarti bukan hanya sekedar motivasi 
dalam mempertimbangkan tentang 
alasan-alasan dan dasar-dasar hukum 
serta pasal-pasal yang berlaku, tetapi 
harus meliputi sistematika argumentasi 
dan kesimpulan yang terang dan mudah 
dipahami, termasuk juga ketika 
membuktikan, bahwa suami yang 
mengajukan permohonan poligami itu 
mampu menjamin keperluan para istri 
dan anak-anaknya. 
Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 
2004 menegaskan, bahwa segala 
putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan tersebut, 
memuat pula pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. 
Pasal 28 ayat (1) No. 4 Tahun 
2004 menegaskan, jika hakim tidak 
menemukan ketentuan hukum tentang 
perkara yang diajukan kepadanya, hakim 
wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup di masyarakat. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk dalam 
jenis penelitian pustaka (library 
research), yakni jenis penelitian yang 
datanya diproses dengan cara 
menelusuri bahan-bahan pustaka. 13  
Dalam penelitian pustaka ini, data pokok 
yang digunakan adalah Putusan 
Pengadilan Agama Indramayu dalam 
memberikan izin poligami dalam perkara 
Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM,nomor 
1528/Pdt.G/2011/PA.IM dan nomor 
1729/Pdt.G/2011/PA.IM dan peraturan 
yang berlaku serta buku-buku 
terkait.Adapun data yang diperoleh 
melalui wawancara kepada hakim 
merupakan data pendukung dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Penelitian ini bersifat preskriptif,14 
yakni memberikan penilaian terhadap 
pertimbangan hakim, apakah sesuai atau 
tidaknya dengan hukum Islam.  
Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara deduktif-kualitatif. 
Artinya penyusun menganalisis data 
primer secara kualitatif dengan 
berangkat dari ketentuan normatif dan 
yuridis sebagai pijakan awal analisis. 
13 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian 
Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
1993), hlm. 21. 
14 Kuncaraningrat, Metode-Metode 
Penelitian Masyarakat, ( Jakarta: Gramedia, 
1997), hlm. 38. 
Dalam perkara permohonan izin 
poligami, pada dasarnya Majelis Hakim 
lebih melindungi kemaslahatan istri 
(termohon) dan anak-anaknya daripada 
kemaslahatan suami (pemohon). Karena 
dalam kasus poligami, istri identik 
sebagai korban dalam hubungan 
pernikahan tersebut karena dia harus 
rela di madu oleh sang suami yang 
kemungkinan besar dia akan mengalami 
tekanan batin dalam rumah tangganya 
karena kasih sayang sang suami tidak 
lagi sepenuhnya dia peroleh dan harus 
dibagi kepada istri kedua.  
 Secara syar’i, dalam poligami 
memang tidak mensyaratkan adanya izin 
dari istri atau istri-istri, namun yang 
ditegaskan dalam nash adalah 
kemampuan berbuat adil terhadap 
istri/istri-istri. Adapun pengaturan 
ketentuan hukum mengenai poligami 
yang boleh dilakukan atas kehendak 
yang bersangkutan melalui izin 
Pengadilan Agama setelah dibuktikan 
dengan izin istri atau istri-istri, bertujuan 
untuk merealisasikan kemaslahatan demi 
terwujudnya cita-cita dan tujuan 
perkawinan, yakni rumah tangga yang 
kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT 
serta didasarkan pada cinta dan kasih 
sayang (māwāddāh wā rāhmāh).  
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Pertimbangan Hakim adalah 
langkah awal yang terpenting dalam 
memuat keputusan. Tanpa adanya 
pertimbangan hakim sebagai pejabat 
fungsional peradilan, maka keputusan 
yang diambil tidak memenuhi sasaran. 
Oleh karena itu, ketentuan perundang-
undangan yang menempatkan 
pertimbangan Hakim dalam memberikan 
putusan yang tujuan pokoknya adalah 
agar para Hakim dalam memeriksa dan 
memutuskan perkara benar-benar dapat 
menegakkan hukum dan keadilan. atas 
dasar pertimbangan tersebut diharapkan 
paling tidak dapat mendekati keadilan 
dan kebenaran yang sesungguhnya. 
Oleh karena itu pertimbangan Hakim 
tidak boleh dipengaruhi unsur luar. 
Mekanisme Hakim di Pengadilan 
Agama Indramayu dalam menyelesaikan 
perkara permohonan izin poligami yaitu 
dengan memeriksa alasan-alasan yang 
dikemukakan pemohon, menyangkut 
syarat alternatif maupun kumulatif. 
Adapun pengertian syarat alternatif yaitu 
syarat yang bersifat mutlak dan harus 
dipenuhi salah satunya, sedangkan 
syarat kumulatif adalah syarat yang 
harus di penuhi semuanya. Kedua syarat 
ini harus dipenuhi oleh pemohon dalam 
mengajukan izin poligami. selanjutnya 
Hakim membuktikan kebenaran dari 
kedua syarat tersebut, syarat alternatif 
bersifat pilihan, seperti dalam pasal 4 UU 
No. 1 Tahun 1974. Sedangkan syarat 
yang bersifat kumulatif terdapat dalam 
pasal 5 yaitu adanya persetujuan dari 
istri, adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anaknya, serta adanya 
jaminan bahwa akan berbuat adil 
terhadap istri dan anak-anaknya. 
 
PEMBAHASAN 
Perkara Nomor: 
1528/Pdt.G/2011/PA.IM  
Perkara poligami dengan alasan 
pemohon, bahwa termohon tidak 
sanggup melayaninya dengan kata lain 
tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai seorang istri. dikabulkan oleh 
Hakim dengan pertimbangan sebagai 
berikut: 
Perempuam yang akan dinikahi 
oleh pemohon tidak ada hubungan darah 
atau tidak ada larangan untuk 
melakukan perkawinan baik menurut 
syari’at Islam maupun peraturan 
perundang-undangan serta hubungan 
antara pemohon dan calon istri kedua 
pemohon tersebut sudah cukup dekat 
 
Sidiq Aulia  58 
Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Poligami 
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011 
 
sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-
hal yang dilarang oleh agama. 
Majelis Hakim memutuskan, untuk 
mengabulkan permohonan tersebut 
berdasarkan berbagai pertimbangan, 
dengan memberi nasehat terlebih dahulu 
agar pemohon mengurungkan niatnya 
karena poligami adalah masalah yang 
berat dan sulit. Upaya hakim ini tidak 
tercapai karena pemohon tetap teguh 
pada niatnya untuk menikah lagi dengan 
calon istri kedua, serta permohonan ini 
dikuatkan dengan keterangan dari 
termohon yang rela dan siap untuk 
dimadu. 
Disisi lain ada alasan yang 
menguatkan diperbolehkannya Pemohon 
melakukan poligami. Keterangan hakim 
menyatakan bahwa calon istri kedua 
yang berumur 20 tahun saat itu 
mengaku telah hamil 4 bulan akibat 
digauli oleh pemohon. Ketentuan pada 
pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) KHI 
menjelaskan bahwa pernikahan dapat 
dilaksanakan tanpa menunggu terlebih 
dahulu anaknya lahir dan tidak perlu 
menikah ulang setelah anaknya lahir. 
Hamil tidak menjadi alasan 
diperbolehkannya poligami, namun 
secara yuridis pembolehan poligami 
dalam kasus ini lebih didasarkan kepada 
ketidakmampuan istri melayani suaminya 
sebagaimana (vide Pasal 55 ayat (2), 57 
huruf (a) dan Pasal 58 huruf (b) KHI jo, 
pasal 5 huruf (b), dan (c) UU No. 1 
Tahun 1974.)  
 
Sebagai landasan normatif adanya 
dalil an-Nisā’ (4): 3. 
 ﺎﻣ اﻮﺤﻜﻧﺎﻓ ﻰﻤﺘﯿﻟا ﻰﻓ اﻮﻄﺴﻘﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ ناو
 ﻊﺑرو ﺚﻠﺛو ﻰﻨﺜﻣ ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﻜﻟ بﺎط 
 ﺖﻜﻠﻣ ﺎﻣ وا ةﺪﺣاﻮﻓ اﻮﻟﺪﻌﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ نﺎﻓ
ﻌﺗ ﻻا ﻰﻧدا ﻚﻟذ ﻢﻜﻨﻤﻳاﻮاﻮﻟ15 
Kehamilan calon istri kedua dalam 
kasus ini dijadikan penguat oleh Hakim 
untuk mengambil keputusan 
memperbolehkan Pemohon untuk 
berpoligami, dengan melandaskan pada 
kaidah fiqih  
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ مﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ءرد.16 
Hakim berpendapat bahwa kondisi 
calon istri kedua yang sedang hamil lebih 
mendesak untuk dicarikan solusi siapa 
yang harus bertanggung jawab terhadap 
kehamilannya tersebut. Dalam hal ini 
ternyata Pemohonlah yang harus 
bertanggung jawab terhadap 
kehamilannya tersebut. Dengan 
demikian, dalam kasus ini ada dua 
15An-Nisā’ (4): 3. 
 
16Asmuni A. Rahman Qa’idah-Qa’idah Fiqih 
(Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 
1976), cet ke-1.hlm. 76. 
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alasan utama mengapa pemohon harus 
berpoligami. Selain kerena alasan yuridis 
berupa ketidakmampuan istri pertama 
melayani, ditambah dengan kondisi calon 
istri kedua yang sedang hamil, kondisi ini 
mau tidak mau menyebabkan pemohon 
harus menikahi calon istri kedua 
(poligami).  
Istri tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya sebagai seorang istri 
merupakan salah satu di antara kondisi 
dan alasan yang dapat diizinkan 
poligami. Dengan demikian, sudah cukup 
alasan bagi pemohon untuk melakukan 
poligami ditambah dengan adanya 
persetujuan dari istri dan adanya alasan 
kesanggupan bagi suami berlaku adil 
terhadap istri dan anak-anak mereka 
serta adanya keterangan saksi, bahwa 
pemohon mampu memberi nafkah. 
Demikian itu telah sesuai dengan 
keterangan pada pasal 5 ayat (1) UU no. 
1 Tahun 1974 jo, pasal 41 huruf d PP n. 
9 tahun 1975 jo, pasal 55 ayat (2) KHI. 
Pada perkara ini apabila ditinjau 
dari segi yuridis menurut penyusun 
sudah cukup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada dan 
memenuhi prosedur yang ditetapkan. 
Akan tetapi apabila dilihat dari segi 
normatif, yaitu adanya norma-norma 
kepantasan yang ada di masyarakat 
bahwa usia pernikahan antara pemohon 
dan termohon tersebut terbilang sangat 
singkat, baru 21 hari terhitung dari sejak 
tanggal pernikahan mereka sampai 
pemohon mengajukan poligami. Menurut 
hakim hal tersebut tidak menjadi 
persoalan karena memang tidak ada 
undang-undang yang mengatur hal 
tentang batasan usia pernikahan dalam 
mengajukan izin poligami, sedangkan 
kondisi calon istri yang telah hamil, 
Hakim lebih mendasarkan kepada kaidah 
fiqh: 
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ مﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ءرد.17 
Penyusun berpendapat bahwa 
kaidah yang digunakan oleh hakim 
tersebut belum tepat, karena kasus pada 
perkara ini, baik dikabulkan atau ditolak 
sama-sama mengandung unsur 
mafsadat, apabila pemohon memilih 
untuk tidak menikahi wanita tersebut 
nantinya akan membawa kemafsadatan 
terhadap calon istri kedua dan anak yang 
dikandung, begitu juga ketika pemohon 
memilih untuk menikahi calon istri kedua 
tersebut maka akan berdampak buruk 
17Asmuni A. Rahman Qa’idah-Qa’idah Fiqih 
(Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 
1976), cet ke-1.hlm. 76. 
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pada kelangsungan hidup rumah tangga. 
Dalam perkara ini sulit untuk ditemukan 
kemaslahatan, akan tetapi pilihan untuk 
menikahi calon istri kedua pemohon 
dianggap mengandung unsur 
kemafsadatan yang lebih ringan. jadi 
penyusun merasa lebih tepat jika kaidah 
fiqh yang digunakan antara lain:  
.لاﺰﻳ رﺮﻀﻟا18 
Kaidah ini menegaskan bahwa 
kemaḍaratan itu harus hilang, 
sebagaimana perkara tersebut yang 
semua pilihan baik menikahi atau tidak 
sama-sama mengandung maḍarat.  dan 
sebagai solusi untuk menghindari 
kemaḍaratan yang lebih besar, terjawab 
pada kaidah: 
ﻒﺧﻻارﺮﻀﻟاﺎﺑ لاﺰﻳﺪﺷﻻا رﺮﻀﻟا. 
ﻋأ ﻰﻋور نﺎﺗﺪﺴﻔﻣ ضرﺎﻌﺗ اذاﻈ رﺎﺑ اراﺮﺿ ﺎﻤﮭﻤ
ﺎﻤﮭﻔﺧأ بﺎﻜﺗ.19 
  
Perkara Nomor: 
1729/Pdt.G/2011/PA.IM 
Dalam perkara ini, pemohon 
mengajukan izin poligami dengan alasan 
istri sudah tidak bisa menjalankan 
kewajibannya sebagai istri dikarenakan 
istri sering sakit-sakitan. Izin poligami ini 
18Asmuni A. Rahman Qa’idah-Qa’idah Fiqih 
(Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 
1976), cet ke-1.hlm. 82-85. 
 
19Ibid., Hlm. 82-85. 
dikabulkan oleh Hakim dengan 
pertimbangan sebagai berikut: 
Prosedur yang harus dijalani oleh 
Hakim adalah menasehati pemohon agar 
mengurungkan niatnya berpoligami akan 
tetapi dalam perkara ini tetap tidak 
berhasil, pemohon tetap pada 
pendiriannya untuk melakukan poligami. 
Pada perkara ini termohon tidak 
hadir dalam persidangan setelah 
beberapa kali dipanggil dengan 
sepatutnya namun tidak pernah hadir 
dan tidak pula mengutus kuasanya. 
Ketidakhadiran termohon berarti bahwa 
termohon tidak menyanggah dalil 
Pemohon dan sekaligus menurut hukum 
dianggap mengakui kebenaran segala 
dalil tersebut atau disebut dengan 
putusan verstek. 
Ketidakhadiran termohon menjadi 
alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan 
putusan akhir, akan tetapi dalam perkara 
ini tetap diperlukan bukti-bukti yang kuat 
dari pemohon. Setelah adanya bukti 
surat pernyataan tidak keberatan untuk 
dimadu dari termohon dan juga 
diperkuat dengan adanya surat 
pernyataan berlaku adil dari Pemohon 
yang kesemuanya diajukan oleh 
Pemohon adalah syarat formil untuk 
perkara ini. 
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Dalam pertimbangan lain 
Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi 
yang telah disumpah menurut agama 
Islam yang mana dalam kesaksiannya 
bahwa dia adalah tetangga dan juga 
kenal pemohon serta menerangkan 
bahwa dia juga kenal terhadap calon istri 
kedua Pemohon seorang perempuan 
bernama Tarminih Binti Midi yang 
berstatus janda talak. Bahwa Pemohon 
ingin poligami dikarenakan istri tidak 
dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai istri, karena sering sakit-sakitan 
sehingga tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri untuk 
melayani kebutuhan bathin suami. Dalam 
kondisi demikian dimana Pemohon selalu 
menghendaki pelayanan kebutuhan lahir 
dan bathin sementara Termohon tidak 
sanggup lagi melayaninya, maka Majelis 
Hakim menganggap berpoligami 
merupakan solusi yang maslahat bagi 
Pemohon karena dapat menghindarkan 
Pemohon dari perbuatan yang 
bertentangan hukum. 
Majelis Hakim telah 
mendengarkan dan menyaksikan 
segalanya, maka permohonan Pemohon 
dianggap sudah beralaskan hukum 
sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf 
(a), Pasal 5 ayat (1) UU No1 Tahun 1974 
jo, Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 dan 
Pasal 57 huruf (a) Pasal 58 ayat (1) KHI. 
Sebagai landasan normatif adanya 
dalil an-Nisā’ (4): 3. 
 ﺎﻣ اﻮﺤﻜﻧﺎﻓ ﻰﻤﺘﯿﻟا ﻰﻓ اﻮﻄﺴﻘﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ ناو
 ﻊﺑرو ﺚﻠﺛو ﻰﻨﺜﻣ ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﻜﻟ بﺎط 
 ﺖﻜﻠﻣ ﺎﻣ وا ةﺪﺣاﻮﻓ اﻮﻟﺪﻌﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ نﺎﻓ
ﻌﺗ ﻻا ﻰﻧدا ﻚﻟذ ﻢﻜﻨﻤﻳاﻮاﻮﻟ20 
Dalam perkara ini, pemanggilan 
terhadap Termohon sudah beberapa kali 
dengan patut dan resmi dan tidak hadir 
dan juga tidak mengirim kuasanya 
sedang ketidak hadirannya tanpa alasan 
yang sah dan ternyata permohonan 
Pemohon sudah beralasan dan tidak 
melawan hukum. Karena itu sesuai 
dengan Pasal 149 ayat (1) RBg 
Termohon harus dikabulkan dengan 
putusan verstek (tidak hadirnya 
termohon). 
Alasan melakukan poligami pada 
perkara ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 
(2) yaitu karena istri mendapat cacat 
badan/penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. Berdasarkan alasan ini, 
dari sisi seorang laki-laki dianggap 
penyelesaian yang lebih maslahat 
daripada melakukan zina, meskipun 
20An-Nisā’ (4): 3. 
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Pemohon dapat berempati kepada 
Termohon melihat umur pernikahan 
mereka yang sudah cukup lama dan 
dikaruniai 2 orang anak serta kondisi 
termohon yang sudah tidak berdaya 
melakukan kewajibannya sebagai 
seorang istri. 
Dalam wawancara Penyusun 
dengan Bp. Usman selaku ketua Majelis 
pada perkara ini menyatakan bahwa 
alangkah mulianya apabila sang suami 
mengurungkan niatnya untuk 
berpoligami mengingat kondisi Istri yang 
demikian, akan tetapi pada realitanya 
bahwa kondisi biologis tiap laki-laki itu 
berbeda-beda, dan majelis Hakim 
menganggap lebih maslahat apabila 
mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk berpoligami daripada dia 
mengumbar nafsu syahwatnya kepada 
perempuan-perempuan lain. Dan untuk 
masalah penghasilan pemohon yang 
setiap bulannya hanya sekitar Rp. 
3.000.000 (tiga juta rupiah) menurut 
hakim jumlah tersebut cukup untuk 
keluarga yang tinggal di perdesaan. 
Berdasarkan alasan-alasan 
tersebut Majelis Hakim menyatakan telah 
sesuai dengan prosedur dan Undang-
undang yang berlaku serta pihak calon 
Istri kedua tidak ada halangan 
melakukan salah satu perkawinan 
dengan Pemohon karena tidak adanya 
halangan baik nasab dan hubungan 
famili antara calon Istri kedua dengan 
Pemohon atau Termohon. 
Perkara Nomor : 
0116/Pdt.G/2011/PA.IM 
Alasan yang disebabkan karena 
termohon tidak sanggup menghasilkan 
keturunan merupakan alasan yang 
digunakan pemohon dalam mengajukan 
izin poligami kepada PA Indramayu. 
Walaupun dalam alat bukti yang tersedia 
tidak ada hal yang menerangkan bahwa 
termohon benar-benar dalam keadaan 
mandul seperti keterangan dokter atau 
keterangan saksi. Namun menurut 
majelis hakim cukup dengan keterangan 
termohon hal tersebut sudah cukup 
untuk menerangkan bahwa dia rela 
dimadu disebabkan karena tidak 
sanggup memberikan keturunan. 
Majelis Hakim berusaha 
mendamaikan agar berfikir ulang 
terhadap niat yang diajukan di 
Pengadilan Agama Indramayu, karena 
sesungguhnya poligami adalah masalah 
yang berat dan sulit. Upaya ini tidak 
berhasil, ditambah dengan keterangan 
Termohon yang membenarkan dalil 
Pemohon dan tidak keberatan dimadu. 
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Bahwa dengan dalil Pemohon tersebut 
Majelis Hakim berpendapat bahwa 
seluruh dalilnya terbuktikan, karena 
pengakuan merupakan bukti sempurna. 
Sesuai dengan Pasal 174 HIR. 
Calon istri kedua pemohon 
merupakan seorang perawan berusia 17 
tahun dan wali nikah calon istri kedua 
pemohon menyatakan bersedia untuk 
menikahkan putrinya meskipun masih 
terlalu muda untuk melakukan 
pernikahan. 
Pemohon merasa akan sanggup 
memenuhi kebutuhan istri-istrinya 
dengan penghasilan Rp. 5.000.000 setiap 
bulannya dan merasa akan sanggup 
berlaku adil. Majelis hakim merasa 
dengan penghasilan tersebut akan cukup 
untuk memenuhi kebutuhan Istri-
istrinya. 
Berdasarkan pertimbangan di atas 
Majelis Hakim menilai permohonan 
pemohon beralasan dan tidak melawan 
hukum sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) 
huruf c dan Pasal 5 Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 43 PP 
Nomor 9 tahun 1975 sehingga 
permohonan tersebut patut untuk 
dikabulkan. 
Pada putusan tersebut tidak ada 
permasalahan karena alasan tersebut 
sesuai dan terdapat pada pasal 4 ayat 
(2) huruf c, UU No1 Tahun 1974 jo, 
Pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum 
Islam (KHI). Dikatakan bahwa 
pemberian izin poligami dapat diberikan 
manakala istri tidak dapat melahirkan 
keturunan alias mandul, ini berarti telah 
memenuhi syarat primer dalam 
melakukan poligami. 
Sebagai landasan normatif adanya 
dalil an-Nisā’ (4): 3. 
 ﺎﻣ اﻮﺤﻜﻧﺎﻓ ﻰﻤﺘﯿﻟا ﻰﻓ اﻮﻄﺴﻘﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ ناو
 ﻊﺑرو ﺚﻠﺛو ﻰﻨﺜﻣ ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﻜﻟ بﺎط 
 ﺎﻣ وا ةﺪﺣاﻮﻓ اﻮﻟﺪﻌﺗ ﻻا ﻢﺘﻔﺧ نﺎﻓ ﺖﻜﻠﻣ
ﻌﺗ ﻻا ﻰﻧدا ﻚﻟذ ﻢﻜﻨﻤﻳاﻮاﻮﻟ21 
Berdasarkan keterangan-
keterangan di atas menurut penyusun 
sudah cukup alasan bagi pemohon untuk 
berpoligami dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku. Tetapi yang menjadi pertanyaan 
penyusun adalah. Tidak adanya bukti 
otentik bahwa Istri (Termohon) benar-
benar dalam keadaan mandul, yang 
digunakan oleh hakim hanya keterangan 
dari termohon bahwa dia benar dalam 
kondisi mandul. 
 
21Ibid., (4): 3. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan pada uraian yang 
telah penyusun kemukakan pada bab-
bab sebelumnya untuk menjawab 
persoalan yang terdapat pada pokok 
masalah dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: (1) Pertimbangan Hakim 
terhadap perkara-perkara poligami di 
Pengadilan Agama Indramayu di awal 
tahun 2011, secara keseluruhan menurut 
penyusun telah sesuai dengan undang-
undang yang berlaku di Indonesia yakni 
dengan mengacu pada Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). Perkara poligami 
dengan alasan istri tidak menjalankan 
kewajibannya sebagai seorang istri, 
penyusun rasa ada kejanggalan dengan 
usia pernikahan yang baru 21 hari 
berjalan, pemohon mengajukan izin 
poligami. Setelah melakukan wawancara 
dengan hakim terkait ternyata diketahui 
bahwa calon istri kedua tersebut telah 
hamil. Ditinjau dari segi yuridis, perkara 
tersebut memiliki kekuatan cukup 
dengan keadaan istri tidak bisa 
menjalankan kewajibannya sebagai 
seorang istri seabagaimana disebutkan 
dalam 4 ayat (2) huruf (a). UU No 1 
Tahun 1974. (2) Dalam memberikan 
putusan hakim juga mengacu pada 
hukum-hukum syari’at. Hakim 
menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-
kaidah fiqh yaitu dengan memeriksa 
alasan-alasan yang dipakai para 
pemohon menyangkut syarat alternatif 
maupun kumulatif. Suatu perkara sudah 
terpenuhi baik menurut hukum positif 
maupun Hukum Islam, maka tidak ada 
keraguan bagi hakim untuk memutus 
mengizinkan poligami tersebut. dalam 
hal hukum acara yaitu mendamaikan, 
pembuktian yang dilakukan atas dasar 
alat bukti saksi dan alat bukti tertulis 
sudah sesuai dengan Hukum Islam, 
begitu juga pernyataan wajib berlaku 
adil bagi seorang suami ketika 
berpoligami juga sudah sesuai dengan 
Hukum Islam. Untuk perkara dengan 
alasan istri tidak bisa melayani suami. 
Pertimbangan hakim mengabulkan izin 
poligami tersebut lebih dipertimbangkan 
untuk  menghindari kemafsādātān yang 
akan timbul jika pemohon tidak menikahi 
calon istri kedua dengan mengacu pada 
kaidah fiqh. 
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